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5.1 Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan skrips ini berdasarkan data-data

yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan

dokumentasi serta mengacu pada beberapa referensi maka dapat disimpulkan

bahwa :

l.

Peran pemerintah dalam menangani konflik antar pedagang di Pujasera Sport
Center Kota Blitar sudah tergolong cukup baik. Pemerintah daerah telah
berupaya aktif dengan berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam
menyelesaikan konflik. Hal tersebut dapat dilihat dari proses mediasi yang
dilakukan pemerintah dan upaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses
penyelesaian permasalahan. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi
pemerintah berfokus pada upaya mediasi sebagai solusi utama dalam
penyelesaian konflik yang terjadi antar pedagang di Pujasera Sport Center Kota
Blitar.

Faktor penyebab terjadinya konflik yang terjadi di Pujasera Sport Center Kota
Blitar yaitu kurangnya komunikasi yang terjalin antar anggota dan pengurus
dimana adanya pedagang baru yang berjualan di area Pujasera yang
menyebabkan ketidak nyamanan pedagang lama. Ketidaknyamanan yang
dirasakan oleh pedagang lama menyebabkan terjadinya konflik. Dalam
permasalahan yang terjadi bentuk konflik yang dilakukan antara pedagang baru

dan pedagang lama yaitu berupa adu argumen tanpa melibatkan kekerasan fisik.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Bagi Paguyuban Pujasera Sport Center Kota Blitar, untuk pengelolaan yang
dilakukan paguyuban terhadap Pujasera Sport Center, peraturan-peraturan
yang ada dan yang sudah disepakati dibuat tertulis dan ditetapkan oleh
Pembina Sport Center. Setiap ketika ada perubahan dalam struktur
paguyuban, struktur tersebut segera diperbarui sesuai dengan yang telah
disepakati. Dalam proses ketika adanya pedagang baru yang akan ikut
bergabung dalam Pujasera disarankan dibuat alur pendaftaran yang lebih
jelas dan terstruktur.

2. Dalam lingkup Pujasera diadakan sanksi-sanksi yang dituangkan dalam
tulisan dan ditetapkan oleh pembina dan pihak terkait Sport center untuk
oknum-oknum yang tidak menaati peraturan yang ada.

3. Bagi pedagang, pedagang harus benar-benar menaati dan melakukan
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

4. Bagi Pemerintah Daerah, dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi
sebaiknya pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lebih aktif ikut serta
dalam memutuskan kebijakan untuk penyelesaian konflik. Pemerintah
setempat dan pihak pihak terkait seharunya ikut andil dalam membuat
keputususan-keputusan untuk mengatur Pujasera Sport Center Kota Blitar.

5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian
yang serupa dengan membandingkan efektivitas mediasi dengan

interventasi lain dalam penyelesaian konflik yang terjadi.
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